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Prakata

Salah satu aspek penting untuk menunjang keberhasilan pembinaan jalan adalah
tersedianya Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM} yang dapat diterapkan dengan
mudah didalam penerapannya.

Untuk mengatasi permasalahan di atas, Direktorat Bina Teknik, Direktorat Jenderal Bina
Marga, Departemen Pekerjaan Umum, menyusun Pedoman Pengelolaan Lingkungan Hidup
Bidang Jafan di Kawasan Hutan.

Pedoman disusun dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan sektor jalan, kehutanan dan
lingkungan, prinsip dasar pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan di kawasan hutan,
dampak vyang ditimbulkan akibat kegiatan jalan di kawasan hutan dan  arahan
pengelolaannya, mekanisme perijinan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan jaian,
serta perumusan pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan di kawasan hutan,

Tata cara penulisan pedoman ini disusun mengikuti Pedoman BSN (Badan Standardisasi
Nasional) No. 8 tahun 2000.

Apabila dalam penerapannya dijumpai kekurangan atau kekelirvan pada pedoman ini, akan
dilakukan perbaikan dan penyempurnaan di kemudian hari.

Jakarta, Desember 2008
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Pendahuluan

Pedoman Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan di Kawasan Hutan ini disusun untuk
melengkapi dan menambah pemahaman mengenai pengelolaan lingkungan hidup kegiatan
jalan yang sudah ada, dengan proporsi  pendekatan pengelolaan tingkungan hidup
disesuaikan dengan karakieristik kawasan hutan dan upaya konservasi kawasan hutan,

Pedoman ini  mengakomodasikan kebijakan-kebijakan sektor jalan, kehutanan dan
lingkungan, prinsip dasar pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan di kawasan hutan,
dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan jaian di kawssan hutan dan arahan
pengelolaannya, mekanisme perijinan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan jalan,
serta perumusan pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan di kawasan hutan.

Pedoman ini diharapkan dapat membantu penyelenggara kegiatan bidang jalan dalam

melaksanakan pengelolazan lingkungan hidup dalam rangka mewujudkan pembanguJnan jalan
yang herwawasan lingkungan dan berkelanjutan,
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Pedoman pengelofaan lingkungan hidup bidang jalan di kawasan hutan

1. Ruang lingkup

Pedoman pengelolaan lingkungan hidup bidang ialan di kawasan hutan ini dapat digunakan
sebagai bahan rujukan dan petunjuk operasional bagi instansi pengslola kegiatan jalan
dalam melakukan pengslolaan fingkungan hidup kegiatan bidang jalan yang berada di
kawasan hutan, baik dalam tahap pra konstruksi (program dan perencanaan), tahap
konstruksi {pembangunan dan pemsliharan) dan tahap pasca konstruksi {operasioral).
Padoman ini mengakomodastkan proses perijinan dan legalitas keberadaan prasarana jalan
serta arahan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup kegiatan bidang jalan di kawasan
hutan.

Yang dimaksud dengan kawasan hutan di dalam pedoman ini mencakup berbagai jenis
kawasan hutan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nemor & Tahun 1967 tentang
Katentuan-ketentuan Pokok Kehutanan yang membagi jenis hutan berdasarkan pemilikan,
fungsi dan peruntukan, dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1898 tentang Kehutanan yang
membagi jenis hutan berdasarkan status, fungsi, tujuan khusus dan pengaturan iklim mikra,
estetika dan resapan air.

Dalam UU No.5 Tahun 1987, pasal 2 menetapkan jenis _hutan berdasarkan kepemilikan
hutan yaitu hutan negara dan hutan milik. Pasal 3 menetapkan jenis hutan berdasarkan
fungsi hutan yaitu hutan lindung, hutan produksi, hitan suaka alam dan hutan wisata. Pasal
4 menetapkan jenis hutan berdasarkan petuntukan hutan yaitu hutan tetap, hutan cadangan
dan hutan fainnya.

Sementara UU No. 41 Tahun 1999 dalam Pasal 5 menyatakan bahwa penetapan hufan
berdasarkan status hutan yaitu hutan Negara dan hutan hak. Dan untuk Pasal 6 dan 7
menyatakan penetapan jenis hutan berdasarkan fungsi hutan yaitu hutan konservasi, hutan
lindung dan hutan produksi. Pasal 8 menetapkan jenis hutan berdasarkan tujuan khusus
yaitu hutan penglitian dan pengembangan, hutan pendidikan dan penelitian, serta hutan
untuk kepentingan religi dan budaya setempat, Pasal 9 menetapkan jenis hutan berdasarkan
pengaturan iklim_mikrm, estetika dan resapan air yaitu hutan kota. Sebagai ringkasan dari
penjelasan ini dapat dilihat pada tabel 1.

Pedoman pengelolaan lingkungan hidup kegiatan jalan di kawasan hutan ini dimaksudkan
untuk memperbaiki dan meningkatkan pemahaman, serta dapat digunakan sebagai rujukan
operasional dalam melakukan pengelolzan lingkungan hidup bidang jalan yang berada di
kawasan hutan dalam rangka mewujudkan kegiatan bidang ]alan yang berwawsasan
lingkungan, sekaligus sebagai upaya mendukung kegiatan konservasi kawasan hutan.
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Tabel 1. Peraturan Perundangan Kehutanan tentang Penetapan kawasan Hutan

Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 tentang
Katentuan Ketentuan Pokok Kehutanan

Undang Undang No. 41 Tahun 1999 tentan
Kehutanan

Pasal 2, menstapkan [enis  hutan
kardasarkan kepemilikan hutan yaitu hutan

Pasal 5, penetapan hutan berdasarkan status
hutan yaitu hutan Negara dan hutan hak

negara dan hutan milik

Pasal 3, menetapkan jenis hutan
berdasarkan fungsi hutan yaitu  hutan
lindung, hutan produksi, hutan suaka alam
dan hutan wisata

Pasal 6 dan 7, penslapan jenis hutan berdasarkan
fungs| hutan yaltu hutan kanservasi, hutan lindung
dan hutan produksi

Fasal 8 menetapkan jenis hutan berdasarkan
tujugn khusus yaitu hutan penglitian  dan
sengembangan, hutan pendidikan dan penelitian
serta hutan untuk kepenlingan religi dan budaya
setempat

Pasal 9, menetapkan jenis hutan berdasarkan
pengaturan iklim mikro, estettka dan resapan air
yaitu hutan kota

Pasal 4, menstapkan jenis hutan
berdasarkan peruntukan hutan yaitu hutan
tetap, hutan cadangan dan hulan lainnya

2. Acuan normatif

Pedoman ini menggunakan acuan normatif berupa peraturan perundangan serta Norma,
Standar, Pedoman dan Manual {NSPM} yang relevan danterkait dengan materi pedoman
ini yaitu :

Undang-Undang No: 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Undang-Undang No: 41 Tahun 1599 tentang Kehutanan,

Undang-Undang No: 5 Tahun 1990 tentang Xonservasi Sumberdaya Alam Hayati dan
Ekosistemnya.

Undang-Undang No: 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Paraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana
Pengslolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunan Kawasan Hutan.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor ;. P.14/Menhut-11/2006 tentang Pedoman Pinjam Pakai
Kawasan Hutan.

Pedoman Perenganaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan {011/PW/2004).
Pedoman Pelaksanazn Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan (012/PW/2004).
Pedoman Pemantalan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan (013/PW/2004).

3. Istilah dan definisi

3.1.

clear and clean

kondisi calon tanah kompensasi yang telah jelas statusnya dan bebas dari segala hak-
hak kepemilikan dan pengelolaan serta pembebanan hak atas tanah lainnya.

3.2

hutan

suatu kesatuan okosister berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayali yang
didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang saiu dengan lainnya
tidak dapat dipisahkan.

3.3.
hutan adat
hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.
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3.4.

hutan cadangan

hutan yang berada di luar kawasan hutan yang peruntukannya belum ditetapkan, dan bukan
hak milik. Apabita diperlukan hutan cadangan dapat dijadikan hutan tetap.

15
hutar: hak
hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.

316

hutan konservasi

kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan
keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, mencakup kawasan hutan
suaka alam, kawasan hutan pslestarian alan dan aman buru.

3.7.
hutan kota
hutan yang berfungsi untuk pengaturan iklim mikro, estetika dan resapan air.

3.8.

hutan lindung

kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagal perlindungan sistem penyangga
kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan srosi, mencegah intrusi
air laut dan memelihara kesuburan tanah.

3.8
hutan negara
hutan yang berada pada tanah yang fidak dibebani hak atas tanah.

3.10.
hutan produksi
kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

341,

jalan

prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan
pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada
permukaan tanab, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta
di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.

312
jalan umum
jalan yang diperuntukkan bagi lalu intas umum.

3.13.

jalan khusus

jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat
untuk kepentingan sendiri,

3.14.

JAPAT

Jalan agregat padat tahan cuaca, yaitu konstruksi perkerasan jalan yang tersusun dari
agregat yang dipadaikan tanpa aspal dan bersifat tahan cuaca.
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3.15.

kawasan hutan

wilayzh tertentu yang ditunjuk dan atau ditelapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan
keberadaannya sebagai hutan tetap.

3.16.

kawasan hutan pelestarian alam

hutan dengan ciri knas terlentu yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem
panyangga kehidupan, pengawetan keanskaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta
nemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

347

kawasan hutan suaka alam

hutan dengan ciri khas fertenty, yang mempunyai fungsi pokck sebagai kawasan
pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa sera ekosistemnya, yang juga
berfungsi sehagai witayah sistem penyangga kehldupan.

3.18.

kawasan hutan Taman Nasional

hutan yang ditetapkan dan dikukuhkan oleh Pemerintah sebagal taman nasional yang
mempunyai fungsi sebagai kawasan hutan konservagi, baik berbentuk hutan suaka alam
maupun hutan pelestarian alam.

319,

kompensasi

kewaijiban pengguna/paminjam kawasan hutan untuk menyediakan dan menyerahkan lahan
bukan kawasan hutan yang direboisasi untuk difadikan kawasan hutan atau sejumiah dana
yang dijadikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBF} Departemen Kehutanan.

3.20.
konservasi
segala upaya dan tindakan yang berkaitan dengan pelestarian dan pengawetan.

3.1,

pernbangunan jalan

kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaaan teknis, pelaksanaan konstruksi,
serta pengoperasian dan pemeliharaaan jaian.

3.22.

pemblnaan Jalan

kegiatan penyusunan pedoman dan stanaar teknis, peiayanan, pemberdayaan sumber daya
inanusia, serta peneltian dan pengembangan jalan.

3.23.

penggunaan kawasan hutan

kegiatan penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa
mengubah status dan fungsi pokok kawasan hutan.

3.24.

penggunaan untuk kepantingan strategis

penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan religi, pertahanan keamanan,
pertambangan, pembangunan ketenagalistrikan dan instalasi feknologi anergi terbarukan,
pembangunan jaringan telekomunikasi atau pembangunan jaringan instalasi air.
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3.25,

penggunaan untuk kepentingan umum terbatas

penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat yang meliputi
antara lain jalan umum dan jalan {rel) kereta api. saluran air bersih dan atau air limbah,
pengairan, bak penampungan air, fasilitas umurn, repiter telekominukasi, stasiun pemancar
radio atau stasiun relay televisi.

3.26.
penyclenggaraan jakan
kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan.

3.27.
penyelenggara jalan
pihak yang malakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan sesuai

dengan kewenangannya.

3.28.

pinjam pakai kawasan hutan

penggunaan atas sebagian kawasan hutan kepada pihak ‘lain,untuk kepentingan
pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa pengubah status, peruntukan dan fungsi
kawasan tersebut.

3.20.
rambu konservasi
tanda danfatau petunjuk jatan yang berkaitan dengan upaya konservasi kawasan.

3.30.

speed trap

sejanis marka yang dipasang melintang permukaan jalan dengan fungsi sebagal petunjuk
bagi pengguna jalan untuk menurunkan kecepatan.

3.3,
taman bury
kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berbury.

3.32.
zohasi
pembagian danatau penetapan suatu kawasan perdasarkan peruntukan dan fungsinya.

3.33.

zona inti

sualu kawasan di dalam taman nasional yang ditetapkan sebagai kawasan yang mutlak
dilindungi, tidak boleh ada kegiatan manusia, Kecuali untuk pendidikan, penelitian dan
pengembangan ilmu pengetahuan.

334

zona pemanfaatan

suatu kawasan di dalam taman nasional yang ditetapkan sebagai kawasan yang dilindung,
tetapi dapat dimanfaatkan untuk pembargunan sarana/prasarana dalam  rangka
pengembangan pariwisata dan rekreasi.
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3.35.

zona rimba

suatl kawasan di dalam taman nasional yang ditetapkan sebaga! kawasan yang mutlak
dilindungi, dengan kegiatan yang dapat dilakukan di kawasan ini berupa kegiatan
pendidikan, peneliian dan pengembangan iimu pengetahuan, serta dapat dijadikan wisata
alam dalam intensitas yang terbatas.

4. Pengelolaan lingkungan hidup kegiatan jalan di kawasan hutan
4.1. Dasar kebijakan
4.1.1. Sektor jalan

Feraturan perundangan dari sektor jalan yang menjadi rujukan dasar terkait dengan kegiatan
jalan di kawasan hutan mencakup :

¥ Undang-Undang No: 38 Tahun 2004 tantang Jalan

a. Pasal 2 : Penyslenggaraan jalan berdasarkan pada asas kemanfaatan, keamanan,
dan kesstamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan,
transparansi dan akuntabilitas, keberdayaan dan keberhasilgunaan, sarla
kebersarmaan dan kemitraan.

t. Pasa13 : Pengaturan penyelenggaraan jalan bertujuan untuk :

s Mewujudkan keteriiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan,

» Mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan,

= Mewujudkan psran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian [ayanan
kepada masyarakat,

» Mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada
kepentingan masyarakat,

» Mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdayaguna dan berhasilquna untuk
mendukung terselenggaranya sistem transportasi jalan yang terpadu.

c. Pasal 5 ;Mengatur peran jalan sebagai bagian dari prasarana transgortasi adatah

Ayat (1):  Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyal perzn penting
dalam bidang e%cnomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik,
peitahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat.

Ayat (2): “Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi
kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara.

Ayat(3): Jalan yang merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan
menghubungkan dan mengikat selurub wilayah Republik Indonesia.

4.1.2. Sektor kehutanan

Peraturan perundangan dari sektor kehutanan yang menjadi rujukan dasar terkait dengan
pembangunan bidang jalan di kawasan hutan mencakup :

1. Undang-Undang No: 41 Tahun 1898 tentang Kehutanan
a. Pasal 38 ayat 1 : Pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan
di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan lindung.
b. Pasal 38 ayat 2 : Penggunaan kawasan kehutanan sebagaimana yang dimaksud
dalam ayat (1) dapat dilukukan tanpa mengubah fungsi pokok
kawasan hutan.
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. Pasal 45 ayat 1: Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal
38 ayat {1) yang mengakibatkan kerusakan hutan, wajib ditakukan
reklamasi dan atau rehabifitasi sesuai dengan pola yang
ditetapkan pemarintah.

2. Undang-Undang Mo: 5 Tahun 1890 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Haryati dan

Ekoslstemnya.

Antara lain mengamanatkan ketentuan pokok yang terkait dengan kegiatan lain di

kawasan kawasan sensitif seperti diatur dalam ketentuan pasal dan ayat sebagai

berikut:

a. Pasal 31: Di dalam Taman Nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam
dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penglitian,  flmu
pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya dan wisata alam,

n. Pasal 32 : Kawasan taman nasional dikedola dengan sistem zonasi yang terdiri
dari zona inti, zona pemanfaatan, dan zona lzin sesuai degan keperluan,

Peraturan Pemerintah Na: 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan
Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunan Kawasan Hutan.
Antara lain mengamanatkan ketentuan yang terkait dengan penggunaan kawasan hutan
untuk kegiatan lain (kegiatan di luar sekior kehutanan) seperti diatur daiam ketentuan
pasal dan ayat ssbagai berikut :

a. Pasal 72 ayat 1: Penggunaan kawasan hutan bertujuan untuk mengatur
penggunaan sebagian kawasan hutan secara seleklif untuk
kepentingan pembangunan di iuar kegiatan kehutanan tanpa
mengubah status dan fungsi.

b. Pasal 7Z ayat 2 . Penggunaan kawasan-hutan untuk kepentingan pembangunan di
luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam:

o hutan lindung, atau
o hutan produksi

[AS

4. Peraturan Menteri Kshutanan Nomor : P.14/Menhut -11/2006 tentang Pedoman Pinjam
Pakai Kawasan Hutan
Antara lain mengatur tentang ketentuan dan mekanisme penggunaan kawasan hutan
untuk kegiatan di luar sektor kehutanan seperti diatur dalarn ketentuan pasal dan ayat
sebagai berikut..
a. Pasal 2: Pinjam pakai kawasan hutan dilaksanakan atas dasar persetujuan

Msanteri.

b. Pasal 3: Pinjam pakai kawasan hutan bertujuan untuk:

» Membatasi dan mengatur penggunaan sebagian kawasan hutan untuk
kepentingan strategis atau kepantingan umum terbatas di luar sektor kehutanan
tanpa mengubah status, fungsi dan peruntukan kawasan hutan,

« Menghindari tefjadinya enclave di dalam kawasan hutan.

Pasal 4: Pinjam pakai kawasan hutan dapat berbentuk pinjam pakai tahpa

kompensasi atau pinjam pakai dengan kompensasi.

d. Pasal 5. Pinjam pakai kawasan hutzn hanya dapat dilakukan uniuk perggunaan
kawasan hutan dengan tujuan strategis dan untuk kepentingan umum
terbatas.

e. Pasal 6 : Kawasan hutan yang dapat diberikan izin pinjam pakai kawasan hutan

*  adalah kawasan hutan produksi Jan kawasan hutan lindung.

o

4.1.3. Sektor lingkungan

Peraturan perundangan dari sektor lingkungan yang menjadi rujukan dasar terkait dengan
pembangunan kegiatan jalan di kawasan hutan mencakup :
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¥ Undang-Undang No: 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
» Pasal 15 ayat 1: Setiap rencana usaha darifatau kegiatan yang kemungkinan dapat
menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan
hidup, wajib memiliki analizis mengenai dampak lingkungan hidup.

Butir ketentuan pokok sektor lingkungan di atas menjadi salah satu dasar rujukan dan bahan
pertimbangan dalam menentukan arahan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup kegiatan
jalan di kawasan hutan.

4.2, Konsep kebijakan
4.2.1. Padu serasi kebijakan antar sekfor terkait

Kebijakan pengeiolaan lingkungan hidup kegiatan bidang jalan di kawasan hutan dan
diarahkan berdasarkan konsep padu serasi (sinkronisasi) kebifakan sekfor jalan dengan
kehijakan sektcr kehutanan dan sektor lingkungan.

Dalam rangka merumuskan konsep pacdu serasi kebijakan ketiga sektor tersebut, sekior
jalan sebagai sektor "pengguna kawasan® diposisikan sebagal subysk kegiatan, sedangkan
sektor kehutanan sebagai sektor "pemilik kawasan™” diposisikan sebagal obyek kegiatan, dan
sektor lingkungan sebagai "penjaga kelestarian kawasan" diposisikan sebagai perangkat
dalam rangka mengimplementasikan padu serasi kebijakan sektor jalan dan kebijakan sektor
kehutanan guna mewuudkan upaya pelestarian kawasan hutan.

4.2.2. Penyelenggaraan kegiatan jalan harus dapat mendukung upaya konservasi

Dalam rangka mendukung upaya kongervasi, penyelenggaraan kegiatan jalan di kawasan
hutan harus dilaksanakan dengan kensep sebagai berikut .

1. Mengedepankan asas keserasian, keselarasan dan keseimbangan

Penyelenggaraan kegiatan  bidang jalan di kawasan hutan, harus mampu
mengedepankan asas keserzsian, keselarasan dan keseimbangan dibandingkan
dengan asas penyelenggaraan jalan lainnya, mengingat bahwa asas keserasian,
keselarasan dan kesgimbangan merupakan asas penyelenggaraan jalan yang paling
relevan untuk dikedepankan dalam kaitan dengan pengelolaan kawasan hutan yang
merupakan kawasan yang spesifik dan sensitif terbadap terjadinya perubahan kondisi
lingkungan.

Pengutamaan’ = asas  keserasian, keselarasan dan  keseimbangan  dalam
penyelenggarazn kegiatan jalan di kawasan hutan fidak bearari mengabakan asas
peryelenggaraan jalan lainnya, tetapi lebih sebagai pengutamaan dan penekanan
terhadap pengirtegraslan  pertimbangan  konservasi  lingkungan dalam  setiap
penyelenggaraan kegiatan jalan di kawasan hutan.

Implementasi asas keserasian, keselarasan dan keseimbangan dalam penyelenggaran

jalan di kawasan hutan harus dapat diwujudkan dalam bentuk antara {ain :

» Panyelenggaraan kegiatan jalan tidak mengganggu fungsi pokok kawasan nhutan
yaitl sebagai kawasan konservasi, serta dapat mendukung fungsi lain dari kawasan
hutan,

» Mampu menjamin keseraslan, keselarasan dan keseimbangan dengan komponen
lingkungan kawasan hutan,

* Mampu menjamin kaserasian, keseiarasan dan keseimbangan dengan kegiatan
pengetolaan kawasan hutan, khususnya yang berkaitan dengan upaya pelestarian
dan konservasi.
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2.  Mengedaspankan peran jalan sebagai perrunjang kegiatan lingkungan fdup

Fenyelenggaraan kegiatan bidang jalan di kawasan hutan harus  mampu
mengedepankan perannya dalam menunjang kegiatan lingkungan hidup, sebagai
perwujudan dari salzh satu butir peran jalan sesuai yang diamanatkan datam paraturan
perundangan yaitu "berperan penting dalarn menunjang kegiatan bidang ekonomi, sosial
budaya, fingkungan hidup, politik dan pertahanan keamanan, serta wajib dipergunakan
untuk sabesar basarnya kemakmuran rakyat ",

Pengutamaan peran jalan dalam menunjang kegiatan bidang lingkungan hidup tidak
berarti mengabaikan peran lainnya, fetapi karena obysk penyelenggaraan jalan berada
di kawasan hutan maka peran jalan yang harus dikedepankan dan diutamakan adalah
peran sebagai senunfang kegiatan lingkungan hidup, dalam hal ini adalah kegiatan
pengelolaan kawasan hutan, khususnya berkaitan dengan upaya pelestarian dan
konservasi vegetasi dan satwa yang menjadi target konservasi kawasan hutan dimana
kegiatan jalan tersebut berlangsung.

Implementasi peran jalan di kawasan hutan sebagai penunjang kegiatan lingkungan

hidup harus dapat diwujudkan dalam bentuk antara lain :

= Penyelenggaraan kegiatan jalan harus mampu berperan dalam penyadiaan sarana
dan prasarana bagi kegiatan pengelolaan kawasan hutan secara keseluruhan,

» Penyelenggaraan kegiatar jalan harus mampd omenunjang operasionalisasi
pengawasan di semua kawasan hutan dalam rangka pengetolaan kawasan maupun
upaya konservasi,

» Penyelenggaraan kegiatan jalan harus mampu menjaga keberadaan, kelestarian dan
keutuhan kawasan hutan dari berbagai kerawanan yang mungkin munctd, baik
kerawanan terhadap perambahan, penebangan liar maupun kebakaran hutan.

3. Mampu mewujudkan tertib hukum perundangan

Penyelanggaraan keglatan bidang jalan di kawasan hutzn harus mampu mewujudkan
tertib hukum parundangan baik perundangan sektar jalan, sektor kehutanan dan sektor
lingkungan, sebagal perwujudan dari sinkronisasi (padu serasi) kebijakan berbagai
sektor terkait.

Implementasi tertib hukum perundangan dalam penyelenggaraan jalan di kawasan

harus dapat diwajudkan dalam bantuk antara lain :

= Penyelenggaraan kegiatan jalan harus mamanuhi asas legalitas berkaitan dengan
keberadaan jalan di kawasan hutan, baik ditinjau dari sektor jalan, sektor kehutanan
dan sektorlingkungan. .

» Penyelenggaraan kegiatan jalan harus mampu mewujudkan padu serasi berbagai
kehijakan sektor jalan, sekior kehutanan dan sekter lingkungan, serta mampu
meminimalkan terjadinya benturan kepentingan antar instansi.

» Penyelenggaraan kegiatan jalan harus mampu mewujudkan kebijakan sektor jalan
dan sektor lingkungan yaitu mewujudkan pembangunan yang berwawasan
lingkungan dan berkelanjutan.

4.3. Pendekatan pengelclaan lingkungan hidup bldang Jatan di kawasan hutan
Perumusan kebijakan pengsiclaan lingkungan hidup kegiatan jalan di kawasan hutan

dilakukan melalui berbagai pendekatan antara lzin institusional, teknologi, sosial, skenomi,
budaya dan hukum,
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4.3.1. Pendekatan institusional

Merupakan parumusan kebijakan pengelolaar fingkungan hidup bidang jalan yang dilakukan
dengan mengedepankan aspek_koordinasi institusional antara institusi instansi terkait, yang
pada intinya adalah untuk mensinergikan tekad dan kinerja dalam rangka mendukung upaya
kelestarian kawasan hutan.

4.3.2, Pendekatan teknologi

Merupakan perumusan kebijakan pengelalaan lingkungan hidup bidang jalan yang dilakukan
dengan mengedepankan aspek teknologi melalui penerapan teknologifrekayasa teknik
tertentu, sedemikian sehingga dapat menjadi dasar rujukan daiam rangka mewujudkan
upaya konservasi kawasan hutan,

4.3.3. Pendekatan saosial

Merupakan perumusan kebijakan pengsiolzan lingkurigan hidup bidang jalan yang dilakukan
dengan mengedepankan aspek sosial melaiui penerapan rekayasa sosial terhadap
pemangku kepentingan {stakeholder) termasuk masyarakat pemanfaat kawasan hutan, yang
pada intinya adalah sebagai salah satu upaya mewujudkan konservasi kawasan hutan,

4.3.4. Pendekatan ekonomi

Merupakan perumusan kebijakan pengefolaan lingkungan hidup bidang jalan yang ditakukan
dengan mengedepankan aspek ekonomi melalui penerapan kompensasi finansial dan _atau
bentuk kompensasi ekonomi lainnva, terhadap pemangku kepentingan {stakeholder)
termasuk masyarakat pemanfaat kawasan hulan, yang pada intinya adalah sebagai salah
saty upaya mewujudkan konservasi kawasan hutan.

4.3.5, Pendekatan budaya

Merupakan perumusan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan yang dilakukan
dengan mengedepankan aspek budaya melalui penerapan adat istiadat, budaya dan atay
kearifan budaya lokal tarhadap pemangku kepentingan (stakehofder) termasuk masyarakat
pemanfaat kawasan hutan, yang pada intinya adalah sebagai salah satu upaya mewujudkan
Konservasi kawasan hutan,

4.3.6 Pendekatan hukum

Merupakan perumusan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup bidang jatan yang dilakukan
dengan mengedepankan aspek hukum melalui penerapan ganksi hukum terhadap pihak-
pihak yang melanggar hukum dan peraturan perundangan yang mengatur tentang
konservasi kawasan hutan yang pada intinya adalah sebagai salah satu upaya mewujudkan
konservasi kawasan hutan.

4.4. Perumusan pengelolaan lingkungan hidup bidang jaan di kawasan hutan
441 Keberadaan prasarana jalan di kawasan hutan

Perumusan kebijakan pengelolaan {ingkungan hidup untuk kegiatan sektor jalan berkaitan
dengan keberadaan prasarana jalan di kawasan hutan ditetapkan dengan merujuk pada
peraturan perundangan dan kebijakan sektor kehutanan khususnya yang mengatur tentang
konservasi sumberdayz alam hayati dan ekosistemnya, dan sektor fingkungan hidup
khususnya yang mengatur tentang pengalclaan lingkungan hidup.
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Perumusan kebijakan pangelolaan lingkungan hidup terkail dengan keberadaan prasarana
jalan di kawasan hutan ditetapkan dalam kerangka upaya konservasi dengan arahan
zebagal barikut

1. Kegiatan pembangunan jalan bary yang melalui dan/atau memotong kawasan hutan
harus dihindari, karena sangat berpoterisi menimbulkan kerusakan dan kelastarian
hutan sehingga dapat mengganggu upaya konservasi kawasan hutan. Di Kawasan
hutan dengan fungsi konservasi yang mencakup kawasan hutan suaka alam, kawasan
hutan pelestarian alam (termasuk kawasan taman nasional) dan kawasan tarman buru,
pembangunan Jalan baru mutlak tidak diperbolehkan.

2. Kebijakan pada bulir 1) diberlakukan terhadap pembangunan jalan baru {jalan umum
maupun jalan khusus), baik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah danfataut
swasta, kecuali pernbangunan jalan yang dise.enggarakan oleh otoritas kawasan hutan
untuk tujuan pengawasan hutan.

2. Kebijakan pada butir 1} dan 2} pada dasarnya merupakan pelaksaraan dari peraturan
perundangan sektor kehutanan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang No:
41 Tahun 1899 pasal 18 ayat 1, Undang-Undang Noi S Tahun 890 pasal 31 dan
Peraturan Mentsri Kehutanan Nomor ; P.14/Menhut-1If2006 yang mengakomoadasikan
upaya upaya konservasi sebagai muatan kebijakan.

Tabal 2. Identifikasi Penunaan Kawasan Hutan Untuk Prasarana Jalan

Penggunaan Kawasan Hutan Untuk

No| Jenis Kawasan Hutan Prasarana Jalan

1. | Kawasan Hutan Konservasi Tidak diijinkan
2. | Kawasan Hutan Lindung Diijinkan dengan persyaistan
3. | Kawasan Hutan Produksi Diijinkan dengan persyaratan

4, Dalam kondisi "khusus" dimana prasarana jalan baru harus dibangun di kawasan hutan
yang masih dimungkinkan untuk dibangun, maka sebelum pelaksanaan pembangunan
harus dikoordinasikan dalam forum pembahasan tata ruang dan dikonsultasikan dengan
masyarakat di sekitar kawasan hutan.

5. Semua pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan jalan seperti yang
dituangkan dalam kebijakan butir 4) di atas, harus tetap memenuhi semua ketentuan
peraturan parundangan sektor kehutapan, sextor lingkungan hidup dan sektor jalan
yang berlaku, menyangkut
» Penggantian kawasan hutan danfatau ijin pinjam pakas,
= Melengkapi kegiatan dengan dokumen pengelelaan Engkungan hidup (AMDAL danfatau

UKL/UPLY,

6. Semua kegiatan penyelenggaraan jalan di kawasan hutan, yang keberadaan prasarana
jalannya sudah terbangun lebih dahulu daripada tanggal penetapan danfatau
pengukuhan kawasan hutan, harus tetap dimintakan perijinan penggunaan kawasan
hutan untuk prasarana jalan kepada Depariemen Kehutanan sslaku pemilik kawasan
hutan, sebagai payung hukum keberadaan prasarana jalan dalam rangka mewujudkan
kepastian hukum dan asas legalitas keberadaan prasarana jalan di kawasan hutan.

7. Apabila pihak pengelola jalan di kawasan hutan akan mengadakan kegialan
penanganan jalan maka pihak pengelola jalan berkewajiban memberitahukan secara
tertulis kepada otoritas kawasan hutan, dengan tujuan agar otoritas kawasan hutan
mempunyai kesempatan untuk memberikan saran masukan kepada pengelola jalan
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berkaitan dengan upaya upaya konservasi yang harus dilaksanakan oleh pengelola
jalan.

Butir ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan padu serasi (sinkronisasi)
pelaksanaan kebijakan antara institusi pengelola jalan sebagai pengguna kawasan
hutan dengan otoritas kawasan hutan sebagai pemilik kawasan.

8. HKegiatan penanganan jalan di kawasan hulan, harus dilengkapi dengan dokumen

pengelolaan lingkungan hidup sesual dengan peraturan yang berlaku, dan laporan
pelaksanaan pengelolaan lingkungannya harus ditembuskan kepada otoritas kawasan
hutan yang menjadi lokasi kegiatan penanganan jalan, sebagal perangkat dan wakil
pemilik kawasan {Departeman Kehutanan).
Kebijakan pada butir inf dimaksudkan untuk menderong pihak pengelola jalan untuk
bernar-benar mengadakan ksgiatan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidus,
serta sebagai upaya umuk meningkatkan kegiatan pengawssan dan monitoring
yang sekaligus sebagai bagian dari upaya penguatan dan pemberdayaan fungsi
pengawasan ctoritas kawasan hutan.

9. Base camp dan/atau penunjang kegiatan pelaksanaan fisik konstruksi penanganan
proyek jalan harus berada di luar kawasan hutan, sehingga jenis kegiatan yany ada
di tapak proyek hanya kegiatan pelaksanaan fisik konstruksi jalan. Sedang posisi
hase camp dapat ditempatkan di kawasan encfave atau di fuar kawasan hutan.
Upsya kebijakan ini dapat diaplikasikan oleh kedua belah pihak, dimana
perdmusan implementasinya dapat dituangkan dalam klauvsul perpanjangan surat
perjanjian ijin pinjam pakai, sebagal salah satu upaya padu serasi {sinkronisasi)
kebijakan dalam rangka mendukung upaya konservasi fungsi kawasan hutan.

4.4.2 Kriteria dasar prasarana jalanan di kawasan hutan

Kriteria dasar prasarana jalan di kawasan bwtan ditetapkan berdasarkan kerangka
konservasi sebagai  arahan untuk  menghasilkan prasarana jalan yang
mempertimbangkan dan mengakomodasikan komponen lingkungan kawasan hutan
dengan tujuan akhir adalah terciptanya kelgstarian kawasan hutan.

Kriteria dasar prasarana jalan di kawasan hutan ditetapkan dengan kebijakan sebagai
berikut :

1. Keberadaan jalan pada kawasan hutan taman nasional

Dalam kondisi apapun, di kawasan hutan taman nasional, tidak dijinkan adanya
pembangunan jalan baru. Kegiatan penanganan jalan yang masih dimungkinkan di
dalam kawasan hutan taman nasional, adalah apabila keberadaan prasarana jalan
lebifh dahulu ferbangun dan pads tanggal penetapan kawasan hutan taman
nasional. Keberadaan prasarana jalan di kawasan hutan taman nhasional, yang
keberadaannya lebih dahulu terbangun daripada tanggal penetapar kawasan hutan
taman nasional, lazimnya berada di zona pemanfaatan.

2. Bentuk geometrik trase ja'an harus mengikuti bentuk topografi
Kriteria ini pada dasarnya merupakan kritzria normatif dalam teknik rekayasa jatan,
dimana bentuk geometrik jalan idealnya mengikuti bentuk tapografi medan dengan
tetap memperhatikan persyaratan teknis yang beriaku, dengan tujuoan untuk
merninimatkan wvolume galian danfatau timbunan yang pada akhirmya akan
berpengaruh terhadap anggaran biaya.

MNamun dalam keberadaan jalan di kawasan hutan, kriteria tersebut ditetapkan
dengan lebih mempertimbangkan dan wmenitikberatkan pada aspek konservasi
kawasan. Karena dengan mengikuti bentuk topografi {meminimaikan galian dan
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timbunan yang berdampak pada perubahan bentuk bentang alam} secara tidak
langsung merupakan upaya konservasi terhadap kawasan hutan itu sendiri.

3. Bentuk tipikal penampang melintanga ialan
Bentuk tipikal melintang jalan (typical cross section) untuk lalu lintas umum di kawasan
hutan pada dasamya tetap merujuk pada standar tipikal melintang jalan yang sesual
dengan kelas dan fungsi jalan.

Dimensi bahu jalan dapat diambil berdasarkan dimensi paling minimal, dengan tujuan
mengurangi kesempatan bagi pengguna jalan untuk melakukan pemberhentian di
sepanjang bahu-jalan di kawasan hutan, namun tetap mengakomodic kesempatan
berhenti untuk pengguna jalan pada kondisi darurat. Dengan mengurangi kasempatan
berhenti pada kawasan hutan diharapkan dapat mengurangi dan memperkecil resiko
kermungkinan tetfjadinya gangguan, perambahan dan perusakan hutan oleh pengguna
jalan.

Gambar penampang melintang jalan umum di kawasan hutan selengkapnya dapat
dilihat pada Gambar 1. berikut :

Tanaman keeas dengan batang kel

e / vong spesifik pada kawasan hugan rarbi EoRscrasi
dimana lokasi jalan berads

dan ditanam poda Kedua sisi jalan

W, itk

p:l.ltrk __
rumiA perkerusan agregal ¢ operkorasan bemspal Tt
"—-—-—\_T_\__""-‘—u-..l _.‘—"-""'"L
hahu jalan Jalur Yalu lintas - barhis jieban "
! | I |
{lebar jalae ladu lintas & bahu jalan mengikui standar 1eknis berdasshan satus dari kelas jalin

Lebar remija disesunikan dengan lebar yang tercantum daldm poganiian nikac-menukar dzn at piagarn pikil.

Gambar 1. Tipikal melintang jalan umem di kawasan hutan

4. Penanganan khusus untuk jalan umum

Sebagai kawasan konservasi, kawasan hutan lazimnya merupakan habital dari
heberapa satwa dan vegetasi yang dilindungi, sehingga keberadaan prasarana alan
untuk lalu lintas sangat berpotensi menimbulkan gangguan terhadap kehidupan dan
habitat satwa langka dan dilindungi, salah satunya adalah lerpotongnya lintasan satwa
oleh ksbaradsan prasarana jalan. Kondisi inl dalam batas-batas tertentu dapat
menyebabkan dampak berupa tertabraknya satwa oleh kendaraan pengguna jalan,
ketika satwa melakukan pergerakan melalui lintasan alamiah.

Untuk meminimalkan kejadian tertabraknya satwa oleh pengguna ialan, maka periu
diadakan penanganan khusus terhadap prasarana jalan di sepanjang trase jalan yang
berada di kawasan hutan, dengan maksud untuk "mengingatkan” pengguna jalan bahwa
yang bersangkutan berada di kawasan hutan dan untuk berhati-hati.

Penanganan khusus dilakukan antara lain berupa pemasangan "speed frap’ pada
permukaan jalan dalam interval jarak tertentu, khususnya di kawasan sekitar lintasan
satwa atau pemberian lintasan satwa berupa jsmbatan satwa dan stau pemasangan
rambu rambu petunjuk yang mangingatkan keberadaan kawasan hutan dan jenis salwa
yang difindungi di sepanjang Jalan kawasan hutan,

Penanganan khusus pada prasarana jalan univk falu lintas umum di kawasan hutan,
khususnya berkaitan dengan pemasangan rambu-rambu khusus yang mendukung
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upaya konservasi kawasan hutan antara lain dapat ditemukan pada kawasan Hutan
Taman Nasional Bali Barat, seperti yang terlihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2. Contoh penanganan khusus pada prasarana jalan umum di
kawasan huian
5. Penggunaan kenstruksi perkerasan jalan tidak beraspal untuk jalan khusus
Prasarana jalan di kawasan hutan yang digunakan untuk jalan kKhusus disarankan
menggunakan konstruksi perkerasan agregar danfatau macadam (JAPAT) tanpa lapisan
permukaan aspal, dengan maksud untuk mengurangi air larian (water run off) pada
permukaan lapisan perkerasan jalan. Sifat konstruksi perkerasan ini 'ebib porous dari
pada lapis permukaan aspal sehingga jumlah air hujan yang Jatuh di atas permukaan
perkerasan agregat relatif iebih banyak dan terserap ke datam tanah dibandingkan
dengan lapis perkerasan aspal.

Dengan menggunakan konstruksi perkerasan agregat danvatau macadam ini (lihat
gambar 3), maka berkurangnya fungsi resapan air di kawasan hutan akibat konversi
sebag1an kawasan konservasi menjadi prasarana jalan dapat diminimalisasi, sehingga
mendukung upaya dan mempertahanian sebagian fungsi kawasan peresapan air.
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Lchar rumija discsunikan dergan lebar yang tercantum dalam perjonilas rakae-menukar dan plaw pinjomn pakai.
Gambar 3. Tipikal melintang jalan khusus di kawasan hutan

Penggunaan konstruksi perkerasan ‘jalan JAPAT untuk prasarana jalan dengan
peruntukan khusus di kawasan hutan sudah banyak digunakan dan diterapkan di
kawasan Taman Nasional Bali Barat, seperti yang terlihat pada gambar berikut,
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Gambar 4. Visualisasi penggunaan konstruksi jalan JAPAT untuk jalan khusus
di kawasan hutan

6. Penutupan danfatau pembatasan akses pada jalan khusus
Prasarana jalan kbusus di kawasan hutan harus dijaga danfatau dibatasi bagi
masyarakat umum, hal tersebut bertujuan untuk meminimalisasi terjadinya interaksi
antara kegiatan masyaiakat umum dengan kawasan huian, sehingga kelestarian
kawasan hutan dapat terjaga semaksimal munakin.

Penutupan danfatau pembatasan penggunsin prasarana jalan dengan peruntukan
khusus di kawasan hutan dari masyarakat umum dapat dilakukan dengan pemasangan
pintu penghalang keluar masuk yang terkunci setiap saat. Pintu penghalang tersebut
hanya dapat dibuka dan dioperasionatkan oleh 2 {dua) pihak, yaitu pengelola prasarana
jalan khusus sebagai pengguna prasarana jalan dan oforitas kawasan hutan sebagai
pengawas penggunaan prasarana jalan khusus. Dengan ditutupnya danfatau
dibatasinya penggunaan prasarana jalan dengan peruntukan khusus di kawasan hutan
untuk masyarakat umum, maka kemungkinan terjadinya kerusakan hutan dapat
diminimalisasi.

Penutupan dan/atau. pembatasan penggunaan prasarana jalan dengan peruntukan
khusus di kawasan hutan untuk masyarakat umum sugdah diterapkan di kawasan hutan
Taman Wasional Bali Barat saperti yang terlihat pada Gambar benkut.

Gambar 5. Visualisasi
penttupan  prasarana  jalan
khusus di kawasan hutan
untuk kalu linlas umum

Contoh penutupar prasarana
jalan  demgan  peruntukan
kKhusus  untuk  masyarakat
umum berupa pintu
penghalang yang dilengkapi
dengan  tanda  larangan
masuk {verbodden} pads
pintu gerbang prasarans jalan
khusus  menuju  stasiun
micrawave  di kawasan
Taman Nasional Bali Barat
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4.4.3 Penanganan dampak kegiatan jalan dalam pengelolaan lingkungan hidup di
kawasan hutan

1. Umum
Kebijakan pengslclaan lingkungan hidup kegiatan jalan di kawasan hutan, kkususnya
yany terkait dengan penanganan dampak, pada dasarnya diarahkan dengan merujuk
rada kebijakan pengslolaan lingktungan hidup bidang jalan di lingkungan Direktorat
Jenderal Bina Marga yang mengakormodaslkan pertimbangan lingkungan dan sosial
pada sikius proyek jatan seperti yang tertuang pada gambar berikut:

Paryarlngan AMDAL
Evaluasl kinerik pangaiolaan Bevaasarkan fakior dampak
finphurgen dan masuken Pantimg dart fokatl S kestdar lalwn
kabifelarr wrvk peningketarn {ral. Kan.Dapédal-258r 193]
Rinarta drss CALARG PEREMCANAAN

UHUM
Polrigkipan isu-lay

K.
EVALUASI E,’Lﬁ;{.’,’f“;,?',,;gﬂm’;ﬂ;ﬂ’ PRA STUDI

PABCA PROYEK : atsu fajian fghungan KELAYARKHH
frypamerntasl mingeal Analizis besaran
K‘. dampak, menitoeng dan perbingnya iU
T dan a'nl'ul:;;lﬂmlk Iser J‘l'ngkung-:.nk sarta STUDI
lingkLigan salama Biaya Hagkangen
GPERASIDAN | naa0 2P etutar stuc KELAYAKAN
PEMELIHARAAN kalayaken
(O&P) }
\ Rumusarn Keftemd dan /-N
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M l'a-r:mmjl KEMBALI PENCUDUK laman uniuk *unsb'utﬂ
dampak Keghungen N
mi‘?l’m‘fml honsiruks K/

Gambar &. Pertimbangan lingkungan dan sosial pada siklus proyek jalan

Pengslolaan lingkungan hidup kegiatan jalan pada kondisi normatif (kondisi di luar
kawasan hutan), obyek yang menjadi sasaran yang harus difindungi lebih dititik beratkan
kepada "manusia”. Sedang kebijakan pengelolaan lingkungan hidup kegiatan jalan di
kawasan hutan yang menjadi sasaran difindungi adalah “flora dan fauna” yang
keduanya merupakan komponen utama kav-asan hutan dan sekaligus menyandang
fungsi sebagai target dan sasaran upaya konservasi.

Kebijakan penarganan dampak kegiatan jalan di kawasan hutan dalam rangka
pengelolaan lingkungan hidup harus diarahkan dalam kerangka mendukung upaya
konservasi satwa dan vegetasi yang langka dan dilindungi serta mendukung fungsi
kawasan hutan secara makro.

2. Jenis Dampak (hipotstis} Kegiatan Jalan di Kawasan Hutan
Secara hipotesis jenis dampak kegiatan bidang jalan di kawasan hutan mencakup
antara lain:
a Konflik kepentingan antara pemilik kawasan dengan pengelola jalan
Jenis dampak ini timbul karena adanya perbedaan kepentingan yang sangat
mendasar antara pemillk kawasan hutan dengan pengguna kawasan (nstansi
pengelola jalan). :
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Salah satu tugas ‘pemilik kawasan hutan adalah melakukan kegiatan konservasi
hutan, sehingga keberadaan prasarana jalan datam kawasan hutan pada batas-batas
tertentu tidak menimbulkan dampak negalif terhadap kegiatan dan upaya konservasi
kawasan hutan. Sedang pengelola jalan di kawasan hutan sebagai pengguna
kawasan htan berkepentingan tethadap keberadaan prasarana jalan sebagai akses
dalam mendukung tugas pokok instansi pengelola jalan tersebut.

Interaksi dari kedua kepentingan yang sangat mendasar ini dapat menimbulkan
konflik kepentingan pada berbagai tahap kegiatan bidang fafan yaitu pada tabap pra
konstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi (operasional). '

b Kebisingan
Dampak kebisingan yang ditimbulkan oleh penggunaan peralatan pada herbagai
komponen kegiatan pada tahap konstruksi antara lain :
= kegiatan mobilisasi peralatan berat

kegiatan pengangkutan material

kegiatan pekerjaan tanah

kegiatan pekerjaan lapis pondasi

kegiatan pekerjaan lapis permukaan

kegiatan pekeraan pondasi tiang pancang pada jembatan

Dampak kebisingan juga terjadi pada tahap pasca konstruksi {operasionai) yang
diakibatkan olgh suara vang ditmbulkan oleh lalu lintas kendaraan. Dampak
kebisingan ini dapat menimbulkan dampak tidak langsung berupa dampak lanjutan
yaitu gangguan terhadap habitat satwa yang ada di kawasan hutan, khususnya
terhadap jenis satwa yang sensiif terhadap kebisingan.

¢ Penurunan kualitas udara
Dampak negaiif ini ditimbulkan oleh pencemaran debu dan gas buang pada
penggunaan peralatan berat pada berbagai kompongn kegiatan pada tahap
konstruksi antara lain :
» kegiatan mobllisasi peralatan berat

kegiatan pengangkutan matenal

kegiatan pekerjaan tanah

kegiatan pekarjaan lapis pondasi

kegiatan pekerjaan japis permukaan

kegiatan pakerjaan pondasi tiang pancang pada jembatan

Dampak penurunan kualitas udara juga terjadi pada tahap pasca konstruksi
{operasional) yang diakibatkan emisi gas buang oleh lalu lintas kendaraan. Dampak
penurunan kualitas udara ini dapat menimbulkan dampak tidak langsung benupa
dampak lanjutan yaitu gangguan terhadap habitat satwa yang ada di kawasan hutan,

d Perubahan bantang alam
Dampak negatif ini ditimbulkan oleh perubahan bentuk rupa bumi akibat pekerjaan
tanah, baik berupa penimbunan maupun penggalian. Dampak pada tahap konstruksi
dapat menimbulkan dampak lanjutan berupa terputusnya dan atau terpotongnya
lintasan satws oleh kegistan pembangunan jalan, serta terganggunya aliran air
permukaan.

2 Gangguan aliran air permukaan
Dampak negatif ini merupakan dampak lanjutan dari dampak perubahan bentang
alam yang ditimbulkan oleh perubahan bentul rupa bumi akibat pekerjaan fanah, baik
berupa penimbunan maupun penggalian. Dampak gangguan aliran air permukaan ini
dalam batas-batas terentu dapat merubah/mengganggu pola aliran air permukaan
dan fungsi hidrologis kawasan hutan.
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f Peningkatan aksesibilitas & pengembangan wilayzah

Di juar kawasan hutan secara umum dampak peningkatan aksesibilitas &
pengembangan wilayah yang ditimbulkan oleh kegiatan bidang jalan merupakan
dampak positif, namun dalam kaitan dengan kawasan hutan gejala ini merupakan
dampak negatif karena sangat potensial dalam menimbulkan terjadinya perambahan
hutan dan degradasi lingkungan kawasan hutan,

Drampak peningkatan aksesibilitas dan pengembangan wilayah ini semakin besar
pengaruhnya ferhadap kerusakan hutan dan degradasi lingkungan apabila
pengawasan kurang memadai dan psnegakan hukum terhadap para perambah dan
perusak kawasan hutan tidak diterapkan sebagaimana mestinya.

g Hilangnya (gangguan)} terhadap komponen Flora

Hilangnya komponen flora merupakan dampak komulatif dari berbagai dampak
langsung (dampak primer) yang terjadi pada kegiatan bidang jalan. Dampak kangsung
fersebut adfaiah menurunnya kualitas udara, perubahan bentahg alam  dan
peningkatan aksesibilitas dan pengembangan wilayah. Akibat kegiatan tersebut maka
gangguan terhadap flora dapat berupa penebangan liar, berkurang danfatau
hitangriya spesies vegetasi tertentu, dan terancamnya keberadaan plasma nutfah
sabagal kekayaan sumber alam hayati. Dampak gangguan terhadap flora ini terjadi
pada tahap konstruksi dan pasca konstruksi.

n Hilang dan/atau Punahnya Satwa

Hilangnya satwa terjadi akibat dampak.negatif dari berbagai dampak langsung
(dampak primer} yang terjadi pada kegiatan bidang jalan. Dampak langsung yang
memberikan kontribusi hilang/punahnya satwa adalah kebisingan, menurunnya
kuaiitas udara, perubahan bentang alam. dan peningkatan aksesibilitas dan
pengembangan wilayah.

Bentuk dampak terhadap gangguan satwa dapat berupa perburuan satwa langka dan
dilindungi, terpotongnya lintasan satws serta gangguan terhadap habitat satwa
tertentu. Dampak gangguan terhadap satwa ini terjadi pada tahap konstruks: dan
pasca konstruksi.

3. Kehijakan penanganan dampak

a Pendekatan Penangantan

Pendeakatan penanganan dampak untuk pengelolaan lingkungan hidup dimaksudkan
untuk memilih arahan teknikfmetode penanganan yang tepat, berhasil guna dan
berdaya guna, dalam rangka menghasilkan penanganan pengelolaan lingkungan
yang paling optimal. Penanganan dampak dapat dilakukan dengan berbagai
pandekatan dengan merujuk pada pendekatan kebijakan yang fertuang di dafam sub
bab 4.3. yang mencakup pendekatan secara institusi, teknologi, ekonomi, sosial,
budaya dan hukum. '

b Arahan Penanganan
Upaya mitigasi untuk penanganan dampak kegiatan jalan di kawasan hutan dalam
rangka pengelolaan lingkungan hidup dapat dilakukan melalui arahan penanganan
dampak seperti yang terlihat pada tabel sebagai berikut:
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Tabel 3. Arahan Penanganan Dampak Kegiatan Jalan Di kawasan Hutan

No Jenis Dampak Pendekata Arahan Penanganan
1 [Konflik - Institusi - Koordinasi antar institusi
kepentingan antara - Hukurn - Penerapan perundangan
pemilik dan - Ekonomi | - Kompensasifganti rugi
2 | Kebisingan - Teknologi | - Penanaman vegetasi sebagai noise barer
pada lokasi tertentu :
3 | Penurunan kualitas udara | - Teknelegi | - Larangan berhenti di kawasan hutan
4 | Perubahan bentang alam | - Teknologi | - Trase jalan mengikuli topografi medan
5 | Gangguan aliran air - Teknologi | - Trase jalan mengikuli topografi medan
permukaan mengakomodir aliran air permukaan
¢ | Peningkaian aksesibilitas | - Hukum - Penerapan perundangan
dan pengembangan - Institusi - Koordinasi institusi
wilayah - Teknologi | - Pengetatan pengawasan
- Sosial - Pembardayaan masyaraka: di sekitarnya
- Budaya - Penerapan kearifan budays lokal
- Ekonomi | - Pemindahan dan kompensasi
7 | Gangguan terhadap flora | - Teknologi | - Pembatasan penggunaan jalan khusus
- Institusi - Pengstatan pengawasan
- Hukum - Penerapan pemndangan
- Sosial - Pemberdayaan masyarakat sekitar
- Budaya - Penarapan kearifan budaya |okal
8 | Sangguan terhadap - Teknologi | - Pembatasan penggunaan jalan khusus
- Penanaman noise barrier
- Penyediaan lintasan satwa
- Institusi - Mengetatan pengawasan
= Hukum - Penerapan perundangan
- Sosial - Pemberdayaan masyarakat sekitar
| - Budaya | - Penerapan kearifan budaya lokal

Upaya-upaya di atas dapat dituangkan dan dirumuskan secara rinci ke dalam
dokumen pengelolaan lingkungan bhidup, baik dalam Dokumen Analisis Mengenali
Dampak Lingkungan (AMDAL} danfatau Dokumen LTKLAUPL, sebagai rujukan dalam
mengimplementasikan dan menjabarkan rumusan penanganan dampak dalam
rangka pengelolaan lingkungan hidup kegiatan bidang jalan di kawasan hutan.

444 Mekanisme pengelolaan lingkungan hidup kegiatan jalan di kawasan hutan
1. Perijinan penggunaan kawasan hutan untuk prasaranz jalan

a. Landasan hukum
Mekanisme penggunaan kawasan hutan untuk prasarana jalan diafur dafam
Peraturan Menteri Kehutanan Nemor ; P.14/Menhut-1/2006 tentang Pedoman Pinjam
Pakai Kawasan Hutan, yang didalamnya mengatur tentang ©
* Ketentuan umum
= Bentuk pinjam pakat
= Ohyek pinjam pakai kawasan hutan
» Tata cara pengajuan permahanan
» Tata cara penyeiesaian permohonan
» Kewajiban pemahon
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s Kompensasi

|zin pinjam pakai kawasan hutan

= Jangka waktu dan perpanjangan izin pinjam pakai kawasan hutan
Monitoring dan evaluasi

Hapusnya izin pinjam pakai kawasan hutan

Ketentuan peralihan

Ketentuan psnutup

b. Tujuan pinjam pakai kawasan hutan :
Berdasarkan pasal 3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor @ P.14/Menhut-11/2006
tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, pinjam pakal kawasan hutan
bertujuan untuk :
= Membatasi dan mengatur penggunaan sebagian kawasan hutan  untuk

kepentingan strategis atau kepentingan umum terbatas di luar sektor kehutanan
tanpa mengubah status, fungsi dan peruntukan kawasan hutan,
» Menghindari terjadinya encfave di dalam kawasan hutan.

c. Mekanisme perijinan penggunaan kawasan hutan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor @ PuidiMenhut-[1/2008 tentang
Pedoman Pinjam Pakal Kawasan Hutan, perijinan penggunaan kawasan hutan untuk
prasarana jalan dilakukan melalui mekanisme jzin pinjam pakai kawasan hutan, yang
dibedakan dalam 2 (dua} bentuk mekanisme pipjam pakai yaitu : (1), pinjam pakai
tanpa kompensasi dan {2). pinjam pakai dengan kompensasi. Mekanismea izin pinjam
pakai kawasan hutan untuk prasarana jalan hanya berlaku untuk kawasan hutan
produksi dan kawasan hutan lindung, sedang pada kawasan hutan konservasi
mekanisme tersebut tidak berlaku.

* Pinjam pakai tanpa kompensasi
Merupakan izin piniam pakai kawasan hutan tanpa menyediakan dan
menyerahkan areal kompensasi, yang hanya dapat diberlakukan pada provinsi
yang mempunyai luas kawasan = 30 % |uas daratan provinai yang bersangkutan.

* Pinjam pakal dengan kompensasi
Merupakan izin pinjam_pakai kawasan hutan dengan menyediakan dan
menyarahkan areal kompensasi, yang dapat dibarlakukan pada setiap provinsi,
baik pada provinsi yang mempunyai luas Kawasan hutan > 30 % luas daratan
provinsi, maupun pada provinsi yang mempunyai luas kawasan hutan £ 30 % luas
daratan provinsi yang bersangkutan.

Prosedur umum pemilihan mekanisme pinjam pakai kawasan hutan untuk prasarana
jalan dapat mengacu pada bagan alir proses pemilihan prosedur perijinan
penggunaan kawasan hutan berikut.
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Gambar 7. Bagan alir prosedur pemilihan mekanisme pinjam pakai kawasan hutan
untuk prasarana jalan

Pemilihan mekanisme perijinan panggunaan kawasan hutan untuk prasarana jglan
secara umum dapat mengacu pada bagan alir tersebut, namun keputusan
perijinan seperuhnya ditentukan oleh keputusan Menteri Kehutanan.

d. dentifikasi pemohon pertijinan
Perijinan penggunaan kawasan hutan untuk prasarana jalan umum diajukan oleh
pemohon, yaitu pembina dan atau penyslenggara jalan berdasarkarn ketentuan
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 {entang Jalan yang antara lain mengatur
kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kahupaten/Kota.
Berdasarkan kewsnangan tersebut, maka dapat diidentifikasi pemohon perijinan
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penggunaan kawasan hutan untuk prasarana jalan umum seperti yang tarlihat
pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. |dentifikasi pemohon pengunaan kawasan hutan untuk prasarana jalan umum

No Status Jalan Pemohon

1 {Jalan Nasicnal Menteri PU

2 |Jalan Propinsi Gubernur

3 1Jalan Kabupaten { Kota Bupati / Walikota

4 |Jalan Non Status Pimpinan instansi pemrakarsa jalan

e. Prosedur perijinan pinjam pakai
(11 U
Tata cara pengajuan psrmohonan pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan
di luar sektor kehutanan, termasuk untuk pembangunan prasarana jalan,
diatur dalam pasal 8 Peraturan Mentsri Kehutanan Nomor © P 14/Menhut-
1112006 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

Fermchonan pinjam pakai kawasan hutan untuk prasarana jalen diajukan oleh
pemohon seperti yang terlihat pada Tabel 4. di atas kepada Menteri
Kehutanan dengan tembusan disampaikan kepada ;

{a) Sekretaris Jenderal Departemean Kehutanan

{0} Kepaia Badan Planologi Kehutanan

{c} Direktur Jendsral Bina Produksi Kehutanan

{c) Dirgktur Jenderal Perfindungan Hutan dan Konservasi Alam

{e) Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial

Permohonan pinjam pakai kawasan hutan untuk prasarana jalan dilengkapi

dengan :

(@) Rencana penggunaan kawasan hutan dan rencana kerja yang dilampiri
dengan peta‘lokasi dan luas kawasan hutan yang dimohon serta citra
satelit terbaru dengan resolusi minimal 15 m,

{b) Rekomendasi Bupati/\Walikota dan Gubenur setempat yang didasarkan pada
pertimbangan teknis dari instansi yang membidangi kehutanan,

{c) AMDAL yang telah disyahkan oleh instansi yang bsrwenang, kecuali untuk
kegiatan yang tidak wajib menyusun AMDAL,

{d} Pertimbangan teknis dari Perurn Perhutani atau penyataan tidak keberatan
daripamegang IUPHHK,

{e) Penyataan kesangaupan untuk memenuhi semua  kewajinan  dan
menanggung seluruh biaya sehubungan dengan permaohonan tersebut.

Permohonan izlin ginjam pakai kawaz an hutan akan dikaji cleh pejabat eselon |
terkait dalam lingkup Oepartemen Kehutanan di bawah koordinasi Kepala Badan
Planclogi Kehutanan, dan jika perlu dikaji lebih lanjut oleh Tim pengkajian
(dibentuk oleh Kepaia Badan Planologi Kehutanan), yang hasilnya merupakan
saran pertimbangan kepada Menteri Kehutanan untuk memberikan keputusan
terhadap permohonan izin pinjam pakai.

Semua biaya yang timbul akibat pembentukan Tim Pengkajian dan
kegiatannya dibebankan kepada pemohon, dengan kstentuan bahwa biaya
tersebut tidak menjamin parmohonan harus dikabulkan.

Keputusan Menteri Kehutanan terhadap permohonan izin pinjam pakai
kawasan hutan dapat berupa:

« Surat persetujuan prinsip pinjam pakai

* Surat penolakan
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(2} Ketsntuan berkaitan-dengan obyek hutan yang dimohon
Apabila permohonan ijin pinjam pakai kawasan hutan mendapatkan persetujuan
nrinsip dari Menteri Kehutanan, maka pemohon harus memenuhi ketertuan
herkaitan dengan obyek hutan yang dimohon sebagai berikut

Dalam hal kawasan hutan yang dimohon merupakan hutan tanaman maka

pemohon harus :

() Mambayar ganti rugi nilai tagakan dibayarkan kepada pemegang hak atau
kepada pemerintah untuk yang tidak dibebani hak,

{bY Membayar Provisi Sumber Daya Hutan (FSDH) dan Cana Reboisasi {DF{}
dibayarkan kepada pemerintah,

fc) Pada areal yang sudah dibebani hak dikenai kewajiban mengganti iuran Hak
Pengusahaan Hutan (IHPH) luran lzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu (IUPHHK) yang telah dibayarkan cleh pemegang hak berdasarkan
luas areal yang digunakan kepadu pemegang hak dengan tarif sesuai
ketentuan yang berlaku,

(d) Membayar biaya investasi secara proporsional sesual dengan luas areal
hutan tanaman yang dipinjam dan jangka waktu pinjam pakai.

Dalam hal kawasan hutan yang dimchen merupakan hutan alam maka pemohon

harus:

(@) Membayar ganti rugi nilai tegakan dibayarkan kepada pemerintah,

(b) Membayar PSDH dan DR dibayarkan kepada pemerintah,

(¢} Pada areal yang sudah dibebani hak dikenai kewajiban mengganti iHPH/
[TUPHHK vanyg tefah dibvayarkan oleh pemegang hak berdasarkan luas areal
yang digunakan kepada pemegang hak dengan tarif sesuai ketentuan yang
berlaku,

(d) Membayar biaya investasi secara proporsional sesuai dengan luas areal
hutan alam yang dipinjam dan jangka waktu pinjam pakai.

(3) Prosedur parijinan plnjam pakai tanpa kompensasi
{a) Persyaratan umum;

(1) Hanya dapat digjukan pada provinsi yang mempunyai luas kawasan
hutan = 30% dari luas daratan provinsi yang bersangkutan,

{2} Mengajukan surat permohonan pinjam pakai kawasan hutan untuk
prasarana jalan kepada menteri Kehutanan melalui mekanisme pinjam
pakai tanpa kompensasi dengan segala kelengkapannya, seperti yang
dideskripsikan butir €).{1). di atas,

{3} Sudah mendapatkan persetujuan prinsip  pinjam  pakai  tanpa
kempensasi dari Menter Kehulanan.

(b} Persyaratan khusus .

- - Kewaijiban pemohon yang sudah mendapat persatujuan prinsio pinjam pakai

tanpa kormpansas!, antara lain:

{1) Menanggung biaya pengukuran, pemetaan, dan pemancangan tanda
batas atas kawasan hutan yang dipinjam,

(2) Menanggung biaya inventarisasi tegakan dan membayar ganti rugi nitai
tegakan atas kawasan hutan yang dipinjamn,

(3) Membuat pemyataan kesanggupan di hadapan notaris  untuk
melaksanakan reklamasi dan reboisasi pada kawasan hutan yang sudah
tidak dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka wakiu pinjam
pakai kawasan hutan,

{4} Membuat penyataan kesanggupan di hadapan notaris untuk menjaga
keamanan kawasan hutan yang dipinjam dan disekitarnya,
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(5) Membuat penyataan kesanggupan di hadapan notaris untuk
menghindar dan mencegah terjadinya kerusakan hutan, erosi, tanah
longsor dan kebakaran hutan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan,

{8) Membuat penyataan kssanggupan di hadapan notaris uniuk
memberikan kemudahan bagi aparat kehutanan baik pusat maupun
daerah sewaktu melakukan monitoring dan evaluasi di lzpangan.

Bagan alir prosedur penggunaar, kawasan hutan untuk prasarana jalan ralalui
mekanisme pinjam pakai tanpa kompensasi adalah seperti yang diperlihatkan

nada gambar berikut.
| MLULAI l
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Gambar 8. Bagan alir prosedur pinjam pakai kawasan hutan tanpa kompensasi
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{4}y Prosedur perijinan pinjam pakai dengan kompensasi
fa) Persyaratan urmum .

(1) Dapat diajukan pada previnsi yang mempunyai luas kawasan hutan >
30% dari Was daratan provinsi, maupun pada provinsi yang mempunyai
luzas  kawasan hulan = 30% dari luas daratan  provinsi yang
bersangkutan,

{2) Mengajukan surat nermohonan pinjam pakal kawasan hutan untuk
prasarana jatan kepada menteri Kehutanan melalui mekanisme pinjam
pakai dengan kemnensasi dengan segala kelengkapannya, seperti vang
dideskripsikan butir e.{1). di atas,

(3) Sudah mendapatkan persetujuan prinsip pinjam  pakal  dengan
kompensasi dari Menteri Kehutanan.

{b) Persyaratan khusus :

Kewajiban pemohon yang sudah mendapat persetujuan prinsip pinjam pakai

dengan kompensasi, antara lain:

{1} Menyediakan dan menyerahkan lahan bukan kawasan hutan kepada
Deparfemen Kehutanan yang cfear and clean, sebagai kompensasi atas
kawasan hutan yang digunakan,

{2} Membuat pernyatzsan kesanggupan di hadapan nouaris  untuk
melaksanakan dan menanggung biaya reboisasi atas lahan kompeansasi,

{3} Menanggung bisya pengukuran, pemetaan dan pemancangan tanda
hatas atas kawasan hutan yang digunakan dan lahan kompensasi,

{4) Menanggung biaya inventarisasi tegakan dan membayar ganti rugi nila
tegakan atas kawasan hutan yang digunakan,

{5) Membuat penyataan kesanggupan di hadapan nctaris urtuk menjaga
keamanan kawasan hutan yang dipinjam dan di sekitarnya,

{6} Membuat penyataaan  kasanggupan di hadapan  notaris untuk
menghindari dan meé&ncegah terjadinya kerusakan hutan, erosi, tanah
longsar dan kebakaran hutan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan,

(7Y Membuat  penyataan  kesanggupan di hadapan  notaris  untuk
melaksanakan reklamasi dan reboisasi pads kawasan hutan yang tidak
dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waklu pinjam pakat
kawasan hutan,

{8) Membuat panyataan kesanggupan di hadapan notaris untuk memberikan
kemudahan bagi aparat kehutanan baik pusat maupun dasrah sewaktu
melskukan monitoring dan evaluasi di rapangan.

Bagan alir prosedur psnggunaan kawasan hutan untuk prasarana jalan meialut

mekanisme pinjam pakai dengan kompensasi adalah sepertt yang diperlihatkan
pada gambar berikut.
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Gambar 9. Bagan alir prosedur pinjam pakal kawasan hutan dengan kompensasi

Lahan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam butir (4) persyaratan khusus

harus memenuhi persyaratan - parsyaratan sebagai berikut :

{a} Jelas statusnya dan bebas dari hak pihak lain atau bebas dar segala jenis

pembebanan,
{b} Letaknya berbatasan langsung dengan kawasan hutan,
(c) Terletak di dalam Sub DAS atau DAS yang sama dan pulau yang sama,
(d} Dapat dihutankan kembali dengan cara konvensional,
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Kegiatan penggunaan kawasan hutan di lapangan baru dapat dilakukan setelah
pemohon memsnubi kewjiban yang telah ditetapkan.

Dispensasi untuk melaksanakan kegiatan penggunaan kawasan hutan df

lapangan sebelum dipenuhinya kewajiban-kewajiban dapat diberikan oleh

Menterd, untuk keadaan-keadaan sebagai barikut :

(a) Penanganan akibat bencana alam,

(b} Penanganan kegiatan darurat untuk kepentingan Hankam, ]

{c} Proyek yang bersifat strategic yang karena penundaan pelaksanaannya
berdampak pada kerugian negara.

f. Masa berlakunya ijin pinjam pakai
{1} Umum
Berdasarkan pasal 19 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor @ P.14/Menhut-
/2006 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, masa bedakunya ijin
pinjam pakai kawasan hutan adalah selama 5 ({lima) tahun dan dapat

diperpahjang setiap 5 (lima} tahun.

{2} Perpanjangan ijin pinjam pakai

= Permohonan perpanjangan ijin pinjam pakai kawasan hutan harus diajukan
paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya ijin pinjam pakai,

« Permohonan perpanjangan ijin pinjam pakai kawasan hutan ditjukan kepada
Kepala Badan Planologi Kehutanan dengan tembusan disampaikan kepada
Menteri Kshutanan,

* Perpanjangan ijin pinjam pakai kawasan hutan dikeluarkan oleh Kepala Badan
Planologi Kehutanan setelah mempertimbangkan hasi! evaluasi atas kegiatan
penggunaan kawasan huian dan pemenuhan kewajiban pemohon,

Bagan alir prosedur perpanjangan ijin pinjam pakai kawasan hutan untuk
prasarana jalan adalab seperti yang diperlinatkan pada gambar berikut.
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Gambar 10. Bagan alir prosedur perpanjangan ijin pinjam pakai kawasan hutan
Pengelolaan lingkungan hidup pada operasionalisasi prasarana jalan di kawasan hutan

Pengelolaan lingkungan hidup pada operasionalisasi prasarana jalan di kawasan
hutan pada dasarnya tetap merujuk pada mekanisme pengelolaan lingkungan hidup
bidang jalan tahap konstruksi dan pasca konstruksi yang berlaku di lingkungan Ditjen
Bina Marga, yaitu dengan menerapkan pertimbangan lingkungan untuk setiap
kegiatan pada tahap tersebut,

Dengan merujuk pada berbagai fungsi kawasan hutan, khususnya terkait dengan
fungsi konservasi dan pengawetan alam, maka pengelolaan lingkungan hidup pada
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operasionalisasi prasarana jalan di kawasan hutan harus dititik_beratkan pada upaya
dan atau kegiatan yang dapat mendukung fungsi konservasi dari kawasan hutan itu
sendiri, baik yang dilakukan oleh otoritas kawasan hutan, lembaga swadaya
masyarakat maupun cleh masyarakat.

Rutir-butir deskripsi pada bab 4.4. Perumusan pengelolaan iingkungan hidup bidang
jalan di kawasan hutan dapat menjadi rujukan dalam pengslolaan lingkungan hidup
pada operasionalisasi prasarana jalan di kawasan hutan dalam rangka mendukung
fungsi konservasi kawasan hutan. '

3. Institusi pelaksana & monitoring pengelolaan lingkungan hidup
Pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan dan monitoring pengelolaan lingkungan
hidup kegiatan sektor jalan di Kawasan Hutan adalah seperti yang teriihat pada tabel
perikut.

Tabel 5. Institus! pelaksana dan monitoring pengelolaan lingkungan hidup
kegiatan bidang jalan

i

No!| Status Jalan Pelaksana Pemantau Pengawas
Sub Dit. Teknik

1 | Nasional Ditien Bina Marga| Lingkungan/Bapedalda/ Otoritas Kawasan Hutan
Cinas LH Propinsi

2 | Propinsi Dinas PU / 8ina | Bapedalda/ Dinas LH Otoritas Kawasan Hutan

Marga Propinsi Propinsi

Dinas PU { Bina |Bapedaldal Dinas LH
Marga Kabupaten| Propinsi

3 | Kabupaten Ctoritas Kawasan Hutan

Pengelola Jalan | Bapedalda/ Dinas LH
Khusus Prop/Kab.

4 | Khusus Otoritas Kawasan Hutan
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LAMPIRAN 2.

COPY PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR : P.14/Menhut-1/2008,
TENTANG PEDOMAN PINJUAM PAKAI KAWASAN HUTAN
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PERATURAN MENTER! KEHUTANAN
Nomor : P.t1d/Menhut-Ili2006
TENTANG
PEDOMAN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN

MENTERI KEHUTANAN,

Menimbang:

a. bahwa berdazarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1898 tentang Kehutanan,
ditentukan bahwa penggqunaan kawasan hutan unfuk kepentingan pambangunare of duar
kegiatan kehutanan dilakukan melalui parmbarian izin pinjam pakaitanpa mengubah fungs
pokok kawasan hutan;

b. bahwa keten*uan plnjam pakai kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Keputusan
Menteri Kehutanan Nomor 55/Kpts-lIf1984 jis. Keputusan Menteri Kehutanan Momar
MMpls-111996; Nomor §14/Kpts-IIF1987; dan Nomeor 720/Kpls-Il11895 dipandang sudah
tidak sesuai dengan perkembangan pembangunan, dan oleh karena ity perlu dilakukan
perubshan dan penyesuaian;

¢. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dipandang perly untuk menetapkan
kembali ketentugn mengenal pedaman. pinjam pakai kawasan huian, dengan Peraturan
hentari Kahutanan.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor § Tahun 1820 fentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosigternnya;

2. Undang-undang Nomar 24 Tahun 1992 tertang Penataan Ruang;

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1987 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;

4, Undang-undang Momor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

5. Undang-undang Normor 41 Tahun 1899 tentang Kehutanan yang telah diubah dengan
Undang-undang Nomeor 18 Tahun 2004,

6. Undang-undang Momor 32 Takun 2004 tertang Pemearintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Masional;

B. Peraturan Pemerntah Neomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan
Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfastan dan Penggunaan Kawasan Hutan ;

%, Peraturan Pemerintah Nompr 30 Tahun 2003 tentang Perusahaah Umum Kehutanan
Megara {Perum Perhutant),

10, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan,
11. Peraturan Pemerintah Nomar 45 Tahun 2004 tentang Peclindungan Hulan;
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12. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perizinan Atau Perjanjian di Bidang
Pertambangan Yang Berada di Kawasan Hutan,

13, Keputusan Presidan Nomeor 187/ Tahun 2004 tentang Pambentukan Kabinet Indonasia
Bersatu; .

14. Keputusan Presiden Nomor @ Tahun 2005 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan
Organjsasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonasia,;

15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 146/Kptse-1111999 tentang Pedoman Reklamasi
Bekas Tambang Dalam Kawasan Hutan;

16. Keputusan Menteri Kshutanan Nomor 32/Kpts-1/2001 tentang Kriteria dan Standar
Pengukuhian Kawasan Hulan;

17. Keputusan Menteri Kehutanan Nomnar 70/Kpts-11;2001 tentang Penelapan Kawasan Hutan,
Parubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan yang telah diubah dengan Kepulusan
Menteri Kshutanan Nomor SK, 48/Kpts-1112204;

18. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor P. i3/Menhut-172005 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Departermsn Kehutanan.

MEMUTUI KAMN

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN PINJAM PAKAI
KAWASAN HUTAN

BAB |
KETENTUAN URMUM
Fasal1
Dalam Keputusan inl, yang dimaksud dengan !

1, Pinjam pakai kawasan hutan adalah penggunaan atas sabagian kawasan hutan kepada pihak
lain untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengupah status,
peruntukan dan fungsi kawasan tersebut.

2. Kompensasi adalah kewa|iban pengguna/peminjam kawasan hutan untuk menyediakan dan
menyerattkan lahan bukan kawasan hutan yang direboisasi untuk dijadikan kawasan hutan
atay sejumlah dana yang dijadikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (P“BF) Deparemen
Kehutanar.

3. Penggunaan unluk kepentingan strategis adalah penggunaan kawasan hutan untuk
kepsntingan religi, pertahanan keamanan, pertambangan, pembangunan ketenagalistrikan dan
instalasi teknologi  energi  terbarukan, pembangunan jaringan telekomunikas:  alau
pembangunan jaringan instalasi air.

4. Penggunaan untuk kepentingan umum terbatas adalah penggunaan kawssan hutan untuk
kepentingan seluruh lapisan masyarakat yang mellputi antara laln jalan umum dan jalan {ref]
kerata api, saluran air barsih dan atau air limbah, pengairan, bak penampungan air, fasilitas
umurm, repiter telekomunikasi, stasiun pemancar radio atau stasiun relay talevisi.

5 rlear and clean adalah kondisi calon tanah kompensasi yang telah jelas slalusnya dan bebas
dari segata hak-hak kepemilikan dan pengelolaan serta pembebanan hak alas lanah lainmya.

&. Menteri adalah Menian Kehutanan.
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Fasal 2

Pinjam pakai kawasan hutan dilaksanakan atas dasar persetujuan Menteri.
Fasal 3

Pinjam pakal kewasan hutan bartuluan untuk ;

4. Wembatasi dan mengatur penggunaan sebagian kawasan hulan untuk kepentingan strategis
atau kepentingan urmt'm terbatas di luar sektor kehutanan tanpa mengubah slatus, furgsi dan
peruntukan kawasan hutan,

b. Manghindari terjadinya enclave di dalam kawasan hutan.

BAB I
BENTUK PINJAM PAKAI
Pasal 4

Pinjorn pakai kawasan hutan dapat berbantuk pinjam pakai lanpa kompeansasi atau pinjam pakai
dengan kompensasi,

Pasal 5

(1) Pinjam pakai kawasan hutan hanya dapat dilakukan untuk penggunaan kawasan hutan
dengan tujuan strategis dan untuk kepentingan umum terbatas,

(2] Penggunaan kawasan hutan dengan tujusn stuategis adalah untuk
a. Kepentingan religi;
b. Pertahanarn dan keamanan;
¢, Perambangan;
d. Pembangunan ketanagalistrikan dan instalas| teknologi energi terbarukan;
2. Pembangunan jaringan telekomunikasl, atau
f. Pembangunan Jaringan instalasi air,
{3} Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan umum terbatas adalah untuk
Jalan umum dan jalan {rel) kersta api;
Saluran air bersih dan atau air limbah;
Fengairan;
Bak penampungan air;
Fagilitas umum;
Repaater telekomunikasi;

@ -~ @00 oD

Stasiun pemancar radio; atau
h. Stagiun relay televisi.

(4) Pembangunan di uar kegiatan kehutanan yang dapat menunjang pengelolaan hutan tidak
diperlukan dengan pinjam pakai, akan tetapi dapat menjadi bagian perencanaan dan
pengelolaan hutan.
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(5) Pinjam pakai kawasan hutan untuk pembangunan di War kegiatan kehulanan sebagaimana
dimaksud pada ayat {2) dan ayal {3} diiakukan dengan ketentuan .

a. Pinjam pakai kawasan hutan diberikan secara selektif hanya untuk kegiatan-kegiatan yang
tidzk mengakibatkan kerusakan serius dan hitangnya fungsi hutan yang bersangkutar.

b, Di kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pala pertambangan
terbuka.

BAS LI
DBEYEK FINJAM PAKA! KAWASAN HUTAN
Pasal &

Kawasan hutan yang dapat diberikan izin piniam pakai kawasan hutan adalah kawasan hutan
produksi dan kawasan hutan lindung.

Pasal 7

Dalam hal kawasan hutan yang dimohon berada di dalam witayah kerja Perum Perhutani atau
telah dibebani Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK] pada hutan alam atau |zin
Usaha Pemanfaatan Hasit Hutan Kayu (IUPHHK} pada hutan tanaman, maka :

a. harus mendapat pertimbangan teknis dari Perum Perhutani atau pernyataan tidak keberatan
dari pemegang izin yang bersangkutan.

b. perimbangan teknls Perum Perhutani atau pernyatazn tidak keberatan sebagai mana
dimaksud huruf a dapat diberikan hanya jika mengakibatkan kehilangan produksi keyu atau
bukan kayu setinggi-tingginya 10% dari rencana kelestarian pengelolaan hulan dan disertal
pembebanan kewajiban kepada pemohan untuk meningkatkan produktifitas hutan pada areal
keria unit pangelolaan hutan tersebut.

. Pengurangan produksi kayu atau bukan kayu setagaimana butir b diatur sebagai berikul :
1) £ 30.000 hektar maksimum 10%.
2] 30.000 — 50.000 hektar makgimum 6%.
3) 50.000=70.000 hektar maksimum 4%
4% > 70.000 hektar maksimum 3%

BAB IV
TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN
Pazal 8

(1) Permohonan pinjarn pakai kawasan hutan digjukan oleh pimpinan Instansi Pemerintah/Direksi
perusahaan/Ketua Koperasi kepada Menteri, dengan tembusan disampaikan kepada

a. Sekretaris Jenderal Departemsn Kehutanan;

b. Kepala Badan Planologi Kehutanan,

¢. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan;

d. Direktur Jendsral Perlindungan Hutan dan Kanservasi Alam,
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e. Direktur Janderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sasial.
(2} Pearmohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dilengkapi dengan .

a. Rencana penggunaan kawasan hutan dan rencana kerja yang dilampiri dengan peta [okasi
dan luas kawazan hutan yang dimchon serta citra satelit terbaru dengan resolusi minimal
15 m;

b. Rekomendasi Bupati/Walikota dan Gubernur setempat yang didasarkan pada
pertimbangan teknis dari instansi yang membhbidangi kehutanan,

¢ AMDAL vang telah disyahkan oleh instansi yang bsrwenang, kecuali untuk kegiztan yang
tidak wajib menyusun AMDAL;

d. Pertimbangan teknis dari Perum Perhutani stau pernyataan tidak keberatan dan
pemegang ILUPHHK.

&. Pernyataan Kesanggupan untuk mementihi semug kewajiban dan menanggung selurdh
biaya sehubungan dengan permohonan tersebut.
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BAB YV
TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN

Fasal 9

Kepala Badan Flanclogi Kehutanan mengkoordinasikan eselon | terkait lingkup Departernén
Kehutanan untuk memberikan saran / pertimbangan kepada Menteri,

Paszal 10

{1y Dalam rangka pemberian pertimbangan teknis kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9, apabila masih diperlukan kajian lebih lanjut, maka Kepala Badan Planclogi
Kehutanan dapat membentuk Tim Pengkajian yang unsurnya terdiri dari unsur unit kerja
eselon | terkait dan unsur instansi terkait lainnya.

{2) Psmbentukan Tim Pengkajian sebagaimana dirnaksud pada ayat {1) dilakukan cieh Kepala
Badan Planclogi Kehutanan,

(3} Hasll pengkajian dilaperkan oleh Ketua Tim kepada Kepala Badan Flanclogi Kehutanan dan
diteruskan kepada Mentan untuk mendapat putusan.

(41 Biaya yang timbul sebagai akibat pembentikan Tin Pengkajian dan kegfatanmya dibebankan
kepada pemohon, dengan kefentuan bahwa pembigyaan tersebut tidak menjamin
permohonan harus dikabulkan.

Pasai 11

(1) Berdasarkan putusan Menteri sebagaimana Jimaksud pada Pasal 10, Kepala Badan Flanalogi
Kehutanan menyapkan konsep surat penolakan atau persetujuan atas permohonan tersebut,

{2) Dalam hal permohpnan pinjam pakai kawasan hutan ditolak, Menteri menerbitkan surat
penolakan atas parmohanan tersebut.

{3y Dalam hal permchonan pinjam pakai kawasan hutan disstujui, Manteri menerbitkan surat
persetujuan prinsip pinjam  pakai kawasan hutan yang memual kewajiban yang harus
dipanuhl oleh pemohaon.

(4] Kewajiban ssbagaimana eyat {3} dipenuhi cleh pemohon dalam jangka waktu selambat-
lambatnya 2 {clua) tahun.

BAB W
KEWAJIBAN PEMOHON
Fassl 12

(1) Kewajiban pemohan yang mendapat persetujuan prinsip pinjam pakai kawasan hutan tanpa
kompensasi, antara lain :

a, menanggung biaya pengukuran, pemetaan, dan pamancangan tanda batas atas kawasan
hutan yang dipinjam;

b. menanggung biaya inventarisasi tegakan dan membayar ganti rugi nilai tegakan atas
kawasan hutan yang dipinjam;
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¢. membuat pernyataan kesanggupan di hadapan notaris untuk melaksanakan reklamasi dan
reboisasi pada Kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu
selesainya jangka waktu pinjam pakai kawasan hutan:

d. membuat pemyatasn kesanggupan di hagdapan notaris untuk menjaga keamanan kawasan
hutan yang dipinjam dan disekitarnya:

€. membuat pernyataan kesanggupan di hadapan notaris untuk menghindari dan mencegah
tenadinya kerusakan hutan, erosi, tanah Iangsor dan kebakaran hutan dalam pelaksanaan
kegiatan di iapangan:

f. meminiat pernyataan kesanggupan di hadapan notaris untuk memberikan kermudahan
bagi aparat kehutanan baik pusat maupun daerah sewakiu melakukan manitoring dan
evaluasi di lapangan.

(2} Kewajiban pemohon yang mendapat parsetujuan prinsip pinjam pakai kav/asan hutan dengan
kompensasi lahan, antara lain ;

8. menyediakan dan menyerashkan lahan bukan kawasan hutan kepada D=partemen
Kehutanan yang clear and clfean sebagai kompensasi atas kawasan hutan vyang
digunakan;

b. membuat pernyataan kesanggupan di hadapan nataris untuk melaksanakan  dan
menanggung biaya reboisssi atas lahan kampensasi;

. menanggung bigya pengukuran, pemetaan dan pemancangan tanda batas atas kawaszan
hutan yang digunakan dan lahan kompensasinya;

d. menangguny biaya inventarisasi tegakanr dan membayar ganti rugi milat tegakan atas
kawasan hutan yang digunakan:

e. membuat pamyataan kesanggupar di hadapan notaris untuk meanjaga keamanan kawasan
hutan yang dipinfar dan di sekitarnya:

f. membuat pernyataan kesanggupan di hadapan notaris untuk menghindari dan mencegah
terjiadinya kerusakan hutan, erosi, tanah longsar dan kebakaran hutan datam pelaksanaan
kegiatan di lapangan;

9. membuat pernystaan kesanggupan di hadapan notaris untuk mefaksanakan rekiamast dan

reboisasi pada kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan lanpa menunggu
selesainya jangka wakiu pinfam pakai kawaszan hutan:

h. membuat pernyataan kesanggupan di hadapan notaris urtuk memberikan remudahan
bagi aparat kehutanan bsfk pusat maupun dasrah sswakiu melakukan monitoring dan
evaluasi di lapangan.

(3) Dalam hal kawasan hutan yang dimohon marupakan hutan tanaman, maka -

a. Membayar ganti rugl nilai tegakan dibayarkan kepada pemegsng hak atau kepada
pemerintah unluk yang tidak dibebanl hak,

b. Membayar Provisi Sumber Daya Hutan {PSDH) dan Dana Reboisasi {DR) dibayarkan
kepada pemerntah. :

¢. Pada areal yang sudah dibebani hak dikenai kewajiban mengganti  luran Hak
Pengusahaan Hutan (IHPH) luran 1zin Ussha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUFHHK)
yang telah dibayarkan oleh pamegang hak berdasarkan luas areal yang digunahan kepada
pemegang hak dengan tarif sesuai ketentuan yang berlaku.
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d. Membayar biaya investasi secara proporsional sesuai dengan juas areal hutan tanaman
yang dipinjam dan jangka waktu pinjam pakai.

(4} Dalam hal kawasan hulan yang dimchon merupakan hutan alam, maka
a. Membayar ganti rugl nilai tegakan dibayarkan kepada pemerintah.
b, Membayar PSOH dan DR dibayarkan kepada pemerintah,

&. Pada areal yang sudah dibebani hak dikenai kewajiban mengganti I[HPH/ [IUPHHEK yang
telah dibayarkan oleh pemegang hak berdasarkan luas areal yang digunakan kepada
pemegang hak dengan tarif sesuai ketentuan yang berlaku,

d. Mambayar biaya investast secara proporsional sesuai dengan luas areal hutan alam yang
dipinjam dan jangka waktu plrjam pakai.

{5) Pemanfaatan kayu di kawasan hutan yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat {3)
dan {4) diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

{1y Lahan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat {2} harus memenuhi
persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

a. Jelas statusnya dan bebas dari hak pihak lain atau bebas dari seqala jenis pembebanan;
b. Letaknya berbatasan langsung dengan kawasan hutan;

c. Terletak di dalam Sub DAS atau DAS yang sama dan pulau yang sama;

d. Dapat dihutankan kembali dengan cara konvensional.

{2} Kepiatan penggunaan kawasan hutan di lapangan baru dapat dilakukan setelah pemohon
memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan.

(3) Dispensasi untuk melaksanakan kegiatan penggunasn kawasan hutan dilapangan sebelum
dipenuhinya kewajiban-kewajlban dapat diberikan oleh Menteri, untuk keadaan-keadaan
sabagai berikut
a. Penanganan akibat bencana alam,

b. Penanganan kegiatan darurat untuk kepentingan Harnkarn;

c. Prayek yang bersifat strategis yang karena penundaan pelaksenaannya berdampak pada
kerugiannegara.

Pasal 14
{1} Teknis rebeisasi lahan kompansasl, termasuk jenis tanaman ditentukan sesugi desgan
peruntukan kawasan hutan.

{2) Realisasi reboisasi lahan kompensasi diselesaikan paling lambat 2 fdua) tahun sedefab [shan
kompensasi diserahkan.
{3) Penilaian keberhasilan tanaman reboisasi lahan kompensasi dilakukan pada waktu setengah

daur Jenis tanaman yang ditetapkan dan _serah terima tanaman hasil reboisasi lahan
kompensasi dilaksanakan pada akhir daur (akhir masa kontrak /perjanjian).

(4) Serah terima tanaman hasil rebolsasi sebagaimana dimaksud pada ayat {(2) dituangkan
dalam Berita Acara Serah Terima tanaman reboisasi pada latian kompensasi dar pemegang
pinjam pakai kepada pengelola hutan,
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Pasal 15

Ketentuan mengenai reklamasi dan kriteria keberhasilan reklamasi iwtan diatur dengan Peraturan
Menteri tersendiri,

BAB V|
KOMPENSASI
Pasal 16
(1) Pinjam pakai kawasan hutan dilaksanakan dengan cara
a. menyediakan dan menyerahkan areal kompsnsast;
b. tanpa manyediakan dan menyerahkan areal Kompensasi.

{2) Pinjam pakai kawasan hutan tanpa kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayet (1) huruf b
hanya dapat diberikan untuk kegiatan non komersial yang dilaksanakan dan dimifiki instansi
pemerintah, di wilayah provinsi yang luas kawasan hutannya lebih darl 30% dart luas daratan
provinsi yang bersangkutan.

Pasal 17

{1} Pinjam pakai kawasan hutan dengan kompensasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16
ayat (1) hyruf a ditetapkan dangan keteniuan :

a. Untuk pinjam pakai kawasan hutan yang bersifat komersial, pemohon wajib menyediakan
dan menyerahkan lahan kempensasi seluas 2 {dua) kali luas kawasan hutan yang
dipergunakan kepada Deparlemen Kehutanan yang “clear and clearn” dan direboisasi.

b, Untuk pinjam pakai kawasan hutan yang bersifat non komersial pada provinsi yang 1uas
kawasan hutannya kurang dari 30% daii |uas daratan provingi yann bersangkutan,
pemohon harus manyediakan dan menyerahkan lahan kompensasi seluas 1 (satu} kali
luas kawasan hutan yang dipsrgunakan kepada Departemen Kehutanan yang “clear and
clezn” dan direboisasi.

¢ Untuk pinjam pakai kawasan hutan yang bersifat non komersial pada proving! yang luas
kawasan hutannya lebih dari 30% dari luas daratan provingi yang bersangkutan,
pemohon dibebani kompensasi berupa melakukan reboisasi kewasan hulan yang rusak
seluas 2 {dua) kall luas kawasan hutan yang dipinjam,

{2) Lahan kompensasi liarus dipsnuhi 2leh pemaohon pinjam pakal kawasan hutan dalam jangks
waktu maksimal @ (dua) tahun sejak diterbitkannya persetuiuan prinsip pinjam pakal kawasan
[wtan oleh Menteri.

(3} Apabita dalam jangka waktu 2 {dua) tahun pemochen pinjam pakai kawasan hutan tidak dapat
menysrahkan ijahan kompensasi, maka khusus untuk pinjam pakaj kawasan hutan yang
bersifat komersial lahan kompesasi diganli dengan dana yang dijadikan Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP) Departemen Kehutanan yang besarnya 1 % dari nilai harga per satuan
produksi dari seluruh Jumlah produksinya.

{4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dimuat dalarm penggunaan kawasan
hutan.
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{5) Tanah kempensasi yang akan diterima cleh Departemen Kehutanan harus dibebani suatu
titel hak atas nama pemohon dan telah dilakukan pelepasan haknya menjadi tznah negara
bebas yang diperuntukkan sebagai kawasan hutan.

(8) Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada avat (5) diatur oleh Kepala
Badan Planologi Kehutanan.

(7} Penggunaan kKawasan hutan untuk pembangunarn jaringan telekemunikasi (repeater, tower,
dan laln-lain} dikenakan kompensasi berupa dana yang dijadikan Penarimaan Megara Bukan
Pajak {(PNBP) Departemen Kehutanan yang nilainya ditetapkan sesuai gengan nilai tanah
disekitar lokasi pinjam pakai.

BAE VIl
[ZIN FINJAM PAKA] KAWASAN HUTAN
Fazal 18

(1) lzin pinjam pakai kawasan hutan di terbitkan oleh Menter setelah dipemuhinya seluruh
kewsajiban dalam persetujuan prinsip.

{2} Pengecualian terhadap ketentuan pada ayat (1}, izin pinjam pakai kawasan hutan diterbitkan
dengan ketenfuan sehagaiman diatur dalam pasal 13 ayat {3).

BAB IX
JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN 1ZIN FINJAM PAKA| KAWASAN HUTAN
Pasal 19

Izin pinjam pakai diberikan untuk jangka waktu 5 {hma} tahun yang dapat diperpanjang setiap 5
(lima) tahun sesual dengan’ masa berlakunya izin/kontrak kegiatan di luar kehutanan wang
bersangkutan.

Pasal 20
(1} Permohonan perpanjangan pinjam pakai kawasan hutan diajukan paling lambat 8 {fenam)

bulan sepslum berakhirmya izin, ditujukan kepada Kepala Badan Flanalogi Kehutanan dengan
terbusan disampaikan kepada Menteri.

{2) Perpanjangan pinjam pakei kewasan huten ssbagaimana dimaksud pada ayat {1}, baru dapat
dipertimpangkan setolah diadakan evaluasi atas kegiatan penggunaan kawasan hutan dan
pemenuhan kewajiban.
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{3} Wewenang untuk menerbitkan perpanjangan pinjam pakai kawasan hukan diberikan aleh
Kepala Badan Planglogi Kehutanan,

BAB X
MOMITORING DAN EVALUASI
Pasal 21

(1) Kegiatan monitoring dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun yang
dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Provinsi yang menangani Kehutanan, dengan anggota
tardiri dari unsur Balai Pemantapan Kawasan Hulan, Balai Pengelolzan Daerah Aliran
Sungai, Bapedalds Provinsi, dan Dinas Kabupaten/Kola yang menangani Kehutanan,

(2] Kegiatan evaluzsi ditaksanakan sekurang-kurangnya 1 {satu} kali dalam 5 (fima) lahun yang
dikoordinasikan oleh Kenaia Dinas Frovinsi yang menangani Kehutanan dengan susunan Tim
terdiri dari unsur Balai Pemantapan Kawasan Hutan, Balai Pengelelaan Daerah Alivan
Sungai, UPT Departemen Kehutanan vang terkait, Bapedalda ProvinsifKabupalen/Kota, dan
Dinas Kabupateniota yang menangani Kzhutanan dibawah suparvisi Badan Flanologi
Kehutanan.

{3) Biaya moniloring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada syat (1) dan ayat (2} dibebankan
kepada pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan.

{4) Pelaksanaan lebih fanjut ketentuan sebagaimans dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur
vleh Kepala Badan Planologi Kehutanan,

Fazal 22

Jika berdasarkan hasil evaluasi atas penerapan kewsjiban dalam pinjam pakai kawasan hutan,
ternyata peminjam tidak memenuhi kewajibannya, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan
perundang-undangan yang berlak.

BAEB XI
HABUSNYA 1ZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN
Pasal 23
{1y Perselujuan prinsip atau pinjam pakai kawasan hutan hapus apabila:
a. Jangkawakiy telah berakhir;

L. Persetujuan prinsip dicabut oleh psmberi izin sebagai sanksi yang dikenakan kepada
periegang izin;

¢, Persetujuan prinsip diserahkan kembali oleh pemegang izin dengan permyataan tertulis
] : kepada pemberi izin sebelum jangka wakbu persetujuan prinsip atau berakhir,

(2] Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 'dikenakan apabila:

a.  Tidak menggunakan kawasan hitan tersébut sesuai dengan ketentuan yang tercantum
dalam surat persetujuan dan atau pinjarm pakal kawasan hutan.

b. Memindahtangankan pinjam pakai kawasan hutan kepada pihak lain tanpa persetujuan
menteri; atau

¢ Meninggalkan kawasan hutan yang digunakan sebelum berakhir,
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(3} Pengsnaan sanksi yang berupa pencabutan yang dikenakan setelah pemegang izin diberi
peringatan oleh Kepala Badan Planologi Kehutanann an. Menteri Kehulanan sabanyak 3
{tiga} kali dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh} hari kerja sejak diterimanya surat peringatan
tersebut. .

f4) Hapusnya persetujuan prinsip atau pinjam pakai kavrasan hutan sebagaimana dimzksud
pada ayat (1) tidak membebaskan kewajiban pemegang izin untuk:

a. Melunasi seluruh kewajiban finansial serta memenuhi kewajiban-kewajiban tain yang
ditetapkan cleh pamberi izin.

b. Melaksanakan semua kelemtuan yang ditetapkan berkaitan dengan berakhirnya izin
sesual dengan ketentuan yang berlaku.

(5) Pada saat hapusnya izin, tanaman yang (efah ditanam menjadi iitik negara, sedangkan
sarana dan prasarana yang telah dibangun diputuskan keberadaannya oleh pemberi izin
dengan konsekuensi pembiayaan yang ditimbulkan dibebankan kepada peminjam kawasan
hutan yang bersangkutan.

{8) lzin Pinjam pakai kawasan huian dengan pertimbangan terientu dapat dibatalkan oleh
Menteri.

BAB X!
KETEMTUAMN PERALIHAN
Pasal 24

(1) Penggunaan kawasan hutan yangtelah diikuti dengan perjanjian pinjam pakai kawasan hatan,
tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu pinjam pakal tersebut, sedangkan
untuk perpanjangannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan i

{2) Persetujuan pinjam pakai kawasan hutan yang telah ada sebelum ditetapkannya peraturan ini
dan belum ditindaklanjuti dengan perjanjian pinjam pakal, persetujuan tersebut tetap berlaku
dan selanjutnya diproses sesuai ketertuan sebagaimana diatur dalam psraturan ini,

{3} Apabila terjadi perubahan fungsi kawasan hutan dari hutan produksi meniadi hutan lindung,
maka pinjamn pakai kawasan hulan yang telah ada sebeltum ditetapkannya peraturan ini, tetap
berlangsung dengan fungsi hutan produksi sampai berakhirmya jangka wakiu perjanjian
pinjiam pakai tersebut.-

gAE X!
KETEWNTUAN PENUTUF
Pasal 25

Dengan diletapkantya Peraturan Menteri Kehutanan ini, maka Keputusan Menteri Kehutanan
Nomaor 55/Kpts-Il/4984, Keputusan Menteri Kehutanan Némor 41/Kpts-1111898, Keputusan Menteri
Kehutanan Nomor B14/Kpis-1/1997 dan Keputusan Menteri Kehutanan No. 720/Kpts-1/1998
dinyatakan tidak berlaku lagi. '

Pasal 26
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
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